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 Notarial Deed is a perfect evidence before the court, guaranteed by 
the law. It is required to include the identity of the witnesses in the 
end of the deed as the authentication intending to notary has 
fulfilled the deed making procedure and this has become the 
requirement for the notary to fulfil as stipulated by the Law 
Number 2 of 2014 concerning Notary Office (UUJN). The written 
of the witnesses at the end of the deed should be accompanied by 
their identity. For that being said, legal status of the deed without 
the entirety of the identity from the witnesses would be degredated 
to privately made deed because the deed is formally defect. Legal 
action that could be applied on the notary are written warnings, 
temporary dismissal, honorific dismissal, or dishonorable 
dismissal. 
 
 

  Abstrak 
Kata kunci: 
Akta Notaris; Identitas Saksi; 

Pembuktian 

 
 
Corresponding Author: 
Grace Kezia Caroline 
E-mail: 
grace.205180047@stu.untar.ac.
id  
Meilivia Winandra 
E-mail: 
meilivia.205180036@stu.untar.
ac.id  
Putribani Anak Haki 
E-mail: 
putribani.205180065@stu.unta
r.ac.id  
 
 

 Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna di muka 
pengadilan, hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang. Akta 
notaris perlu mencantumkan saksi di akhir aktanya sebagai bukti 
bahwa notaris tersebut telah memenuhi prosedur pembuatan akta 
dan hal tersebut telah menjadi suatu syarat yang wajib notaris 
penuhi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Dicantumkannya saksi pada akhir akta perlu dibarengi dengan 
penulisan identitas dari saksi-saksi tersebut. Maka dengan 
demikian, suatu akta yang tidak mencantumkan kelengkapan 
identitas dari para saksi berubah kedudukannya menjadi akta di 
bawah tangan sebab akta tersebut cacat formil. Tindakan hukum 
yang dapat dikenakan kepada notaris tersebut yaitu dapat berupa 
peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian 
dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. 
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I. Pendahuluan  

Di Indonesia, beberapa perbuatan hukum memerlukan adanya suatu legalitas 
yang dibuktikan dengan adanya bukti tertulis sehingga dapat menjamin adanya 
perlindungani hukumi bagii para ipihak apabilai terjadii sengketai di kemudian hari. 
Perbuatan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai iperbuatan isubjek ihukum iyang 
akibatnyai diaturi oleh ihukum, ikarena iakibat iitu bisai dianggap isebagai ikehendak 
dari yang imelakukan hukum1.  

Beberapa perbuatan hukum tersebut perlu dibuat tertulis ioleh ipejabat iyang 
berwenang, misalnya dalam pembuatan kartu tanda penduduk yang memerlukan 
persetujuan dan dibuat ioleh ipejabat yang iberwenang yang dalam hal ini adalah pejabat 
kelurahan, juga perbuatan hukum berupa pendirian suatu perseroan terbatas, peleburan 
suatu perusahaan, maupun dalam penggabungan satu perusahaan atau lebih yang 
membutuhkan aktai autentiki yangi dibuat ioleh inotaris agar perbuatan hukum tersebut 
diakui oleh negara dan akan mendapatkan perlindungan hukum. 

Berkaitan dengan akta autentik, pengertian dari hal tersebut sejatinya telah 
dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
yaitu bahwa akta notaris atau akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan notaris 
dengan tata cara atau bentuk berdasarkan Undang-undang. Selain di dalam undang-
undang tersebut, ketentuan yang sama terkait dengan akta juga dapat ditemukan di 
dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa aktai 
autentiki ialahi suatu iakta yangi di dalami bentuki yang iditentukan oleh iundang-
undangi, dibuati olehi atau di hadapani pegawai-pegawaii umum yang iberkuasa untuki 
di tempat dimana akta idibuatnya. 

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta, wajib 
memperhatikan ketentuan yang telah dituangkan di dalam perundang-undangan. 
Notaris wajib iuntuk ibertindak dengan ijujur, iseksama, imandiri, itidak iberpihak dan 
menjagai kepentingani pihaki terkaiti dengan perbuatan hukumi sebagaimana Pasal 16 
Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dalam kewenangannya imembuat akta 
iautentik imengenai semua iperbuatan, iperjanjian, dan ipenetapan yang idiharuskan oleh 
iperaturan iperundang-iundangan idan/atau iyang idikehendaki ioleh iyang 
berkepentingani untuk idinyatakan idalam iakta iautentik, tentu harus memperhatikan 
syarati-syarati yangi mengikati pembuatani aktai tersebut. iSyarat-isyarat yang mengikat 
yaitu syarat materil dan syarat formil. 

Adapun isyarat imateril yang harus terpenuhi iyaitu iadanya ikesepakatan 
antara keduai belahi ipihak, memiliki kecakapani untuk imelakukan iperbuatan ihukum, 
terdapat suatu objek, dan terdapat kausa yang halal. Kemudian, untuk syarat formil yang 
harus seorang notaris penuhi dalam pembuatan aktanya, yaitu iadanya iidentitas ipihak-
ipihak yang iterkait idengan iakta iyang dibuati inotaris, Adanyai saksii dengani jumlahi 
dua iorang yang imenyaksikan ipembuatan iakta, imencantumkan itanda itangan ipihak-
ipihak iyang terkaiti, mencantumkani tempati dan tanggali dibuatnyai akta inotaris dan 
imengikuti aturan ipembuatan iakta inotaris iyang iberlaku. 

Di idalam iruang ilingkup ikenotariatan, idikenal idua imacam saksii yaitu isaksi 
kenal dan isaksi iinstrumenter. Saksii kenali adalahi saksi ipengenal iyang 
imemperkenalkan penghadapi kepadai notaris sementara saksii instrumenter 
idiwajibkan oleh hukum untuk hadiri pada pembuatan aktai notaris. Peran saksii 

                                                         
1 R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 291. 
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instrumenteri diperlukan idalam isetiap pembuatani aktai notarisi sebab ikeberadaannya 
selain isebagai ialat ibukti juga idapat mempermudah inotaris apabila pihak yang 
menyetujui akta yang dibuatnya bersengketa di kemudian hari karena iseorang isaksi 
iinstrumenter idapat imemberikan iketerangan bahwai notarisi yang bersangkutan telah 
menjalankan iprosedur yangi sesuai sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang. 
Meskipun demikian, akan sulit untuk dibuktikan jika seorang notaris telah memenuhi 
prosedur sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang jika saksi yang dicantumkan 
di dalam akta tersebut keliru dalam hal identitasnya karena akan berakibat pada 
kedudukan akta tersebut.  

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut adapaun permasalahan yang 
dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan akta notaris yang tidak mencantumkan kelengkapan 
identitas saksi sebagai alat bukti di pengadilan? 

2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai 
mencantumkan identitas saksi pada akta yang dibuatnya? 

 

 
2. Metode Penelitian 

Pada saat ipenulisan artikel ini, penulis imenggunakan ipenelitian pustaka. 
Penelitian kepustakaan adalah jenis ipenelitian iyang idilakukan idengan peneliti dengan 
mengumpulkani data dari ibuku, jurnal, artikel, dan karya tertentu. 2 Penulis 
menggunakani metodei penelitiani kualitatif ideskriptif. iMetode ipenelitian ikualitatif 
ditujukan imendeskripsikan idan imenganalisis ifenomena, iperistiwa, iaktivitas isosial, 
sikap, keyakinan, pendapat, pikiran orang dan kelompok.3  Penulis menggunakan metode 
deskriptif iberdasarkan itulisan iyang imengarah ipada ipembahasan dalam artikel ini. 
iBentuk ipenelitiannya iadalah ideskriptif, iyaitu ipenelitian iyang dilakukani ihanya 
mendeskripsikan ikeadaan iatau keadaan suatu ifenomena idalam suatu isituasi itertentu. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1. Kekuatan Akta Notaris yang Tidak mencantumkan Kelengkapan Identitas 

Saksi sebagai Alat Bukti di Pengadilan 

3.1.1. Definisi dan Perbedaan Akta, Akta autentik, dan Akta di Bawah Tangan 

Katai akta iberasal idari ibahasa ilatin “actai” yangi berartii “geschrifti” atau surat, 
isedangkan imenurut R. iSubekti dan iTjitrosudibio idalam ikamus ihukum, bahwai 
katai “actai” merupakani bentuki jamaki idari kata “iactum” yang iberasal dari ibahasa 
ilatin dan iberarti perbuatani-perbuatani. A. iPilto, imengatakan ibahwa akta isebagai 
isurat-surat iyang iditandatangani, idibuat untuk ipakai sebagai ibukti, dan 
idipergunakan ioleh iorang, untuk ikeperluan isiapa isurat iitu dibuat iSedangkan 
menurut iSudikno iMertokusumo iakta adalah isurat yang idiberi itanda itangan, yang 

                                                         
2 Rusdin Pohan. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijall Institue. Hlm. 85. 
3 Nana Syodih Sukmadinata. 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
Hlm. 60. 
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imemuat iperistiwa-iperistiwa ihukum, yangi menjadii dasari dari isuatu ihak atau 
iperikatan, iyang idibuat isejak isemula isecara isengaja untuk itujuan pembuktian 4 

Menuruti ketentuani Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 
selanjutnya disebut KUHPerdata menyebutkan bahwa “pembuktiani dengani tulisani 
dilakukan idengan tulisan autentik atau idengan tulisani di ibawah itangan”. Dari 
iketentuan ipasal di atas iakta dibagii imenjadi iidua, akta autentik dan iakta dii bawah 
itangan. 

Aktai autentiki adalah iakta yang ibentuknya iditentukan iundang-iundang, hali 
iini mendefenisikani adanya iakta iautentik diaturi oleh iundang-iundang, dan ada ipula 
iakta iautentik iyang iformulasi iaktanya iditentukan iundang-iundang, sepertii yang 
itercantum idalam iKUHPerdata ipasal 1868 yang berbunyi : “Suatu akta outentik ialah 
akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan 
pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”5). Adapun iakta 
iautentik idibuat ioleh ipejabat iyang iberwenang dan iharus isesuai idengan iyang 
iditentukan ioleh ipara pihaki tentangi isii iakta tersebuti. Aktai autentik dibuati di 
hadapan ipejabat iyang iberwenang idalam ihal ini ipara ipihak imenghadap ipejabat 
iyang ibewenang dan imenentukan iisi iakta tersebut.  
Akta idi bawahi tangani sesuaii dengan iketentuan ipasal 1874 KUHPerdatai adalah: 
“yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah 
tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang 
dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum” (Pasal 1874 KUH Perdata). iDari 
ipenjelasan ipasal idiatas idapat ikita ketahui bahwai akta idi bawahi tangani ihanyalah 
isurat yang imelibatkan ipara ipihak iyang terlibati di dalam iakta itersebut tanpa 
membawai pejabat iumum iyang iberwenang untuki itu. 
 
3.1.2. Akta Autentik Sebagai Alat Bukti di Muka Pengadilan 

Alati ibukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 RBG 
adalah isurat-surat, isaksi-saksi, ipengakuan, isumpah, ipersangkaan ihakim. Dalami 
ipersidangan iperkara iperdata di pengadilan dengan adanya alat bukti hakimi icukup 
imembuktikan idengan ipreponderance iof ievidence yang berarti memutusi berdasarkani 
ibukti yang icukup. Sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1866 
KUHPerdata, surat merupakan urutan pertama pada penyebutan alat bukti, dan dalam 
hukum acara perdata surat merupakan alat bukti yang penting dalam menemukan 
kebenaran formil. iDalam ihukum iacara perdatai buktii tulisani merupakan ialat ibukti 
iyang ipenting dan ipaling iutama.6 

Meninjau kekuatan pembuktian akta, dapat dipahami bahwa akta memiliki 
ikekuatan ipembuktian lahir iyang ididasarkan ipada ibentuk ifisik sepanjangi tidaki 
terbuktii isebaliknya. Pada kekuatani pembuktiani materil memberikani kepastiani 
mengenai iperistiwa ipejabat atau ipara ipihak imenyatakan dani melakukani 
sebagaimana yangi dimuat idalam iakta. Sedangkan ikekuatan pembuktiani formili 
menyangkuti kebenaran mengenai ipernyataan ioleh iorang yangi ibertanda itangan di 
dalami aktai dan imemberi ikepastian mengenai iperistiwa pejabati dan ipara ipihak 
imenyatakan dan imelakukan sebagaimana yang idimuat dalam sebuah iakta. 

                                                         
4 Daeng Naja. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 1. 

5 M. Yahya Harahap. 2010. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 566. 
6 M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 475. 
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Berkaitan dengan akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR dapat dipahami 
ibahwa aktai autentik iadalah surat yangi diperbuat demikian ioleh iatau di ihadapan 
ipegawai iumum yang iberkuasa untuk imembuatnya. Akta autentik dapat menjadi 
bukti bagi pihak yang berkaitan Kemudian, Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata menjelaskan bahwa iakta iautentik adalah isuatu aktai yangi di dalam ibentuk 
yang iditentukan ioleh iundang-iundang, idibuat ioleh ataui di hadapan ipegawai-
ipegawai iumum yang iberkuasa iuntuk iitu iditempat dimanai akta itu idibuatnya. 
Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan lebih lanjut berkaitan 
dengan akta autentik, dimana dijelaskan bahwa isuatu iakta autentiki memberikani 
kepadai parai pihaki yang imembuatnya suatui buktii yang isempurna itentang iapa 
yang idimuat di idalamnya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka sejatinya 
hakim tidak perlu lagi mempertanyakan keaslian maupun kebenaran akta tersebut 
sehingga akta autentik memiliki ikekuatan ipembuktian yang isempurna isecara 
ilahiriah ibaik formil imaupun materil.  

Suatu akta autentik seyogianya imemiliki itiga ikekuatan ipembuktian yaitu 
ikekuatan ipembuktian ilahiriah, kekuatani pembuktiani formili dan ikekuatan 
pembuktiani imateriil. Kekuatani pembuktian ilahiriah iadalah ikemampuan idari aktai 
itui sendirii untuk imembuktikan idirinya sebagaii aktai autentik sehingga 
membuktikani isendiri ikeabsahannya. iHali itu imengandung iarti ibahwa isuatu iakta 
yangi memenuhii syarati dan imemiliki ibentuk iseperti iakta autentik, imaka iakta 
tersebuti berlakui dani dianggapi sepertii iaslinya (acta publika probant seseipsa) sampaii 
adai ipembuktian isebaliknya. Adapun aktai autentiki yang imemiliki kekuatani 
pembuktiani formili berarti iterjaminnya kebenarani dan ikepastian tanggali akta, 
ikebenaran itanda itangan yang iterdapat idalam iakta, iidentitas idari orangi-orangi 
yang ihadir dan ijuga itempat idimana iakta iitu idibuat. iKekuatan pembuktiani 
materiili aktai autentik imerupakan isuatu ikepastian ibahwa ipara pihak itidak hanyai 
sekedari imenghadap dan imenerangkani kepada inotaris akan tetapii juga 
imembuktikan ibahwa imereka juga itelah imelakukan seperti iapa iyang tercantumi 
idalam imateri iakta. 

 
3.1.3. Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan 

Kekuatani pembuktiani aktai di bawahi itangan merujuk pernyataan oleh 
Subekti pada buku karyanya iyang berjuduli Pokoki-Pokoki Hukumi Perdatai dapat 
dipahami bahwa isuatu iakta dii bawahi tangan merupakan iakta iyang idibuat tanpa 
adanya perantara iseorang ipejabat iumum, dengan kekuatan pembuktian yang sama 
dengan isuatu iakta iautentik. iDalam ihal iini berlaku apabila pihaki iyang 
menandatanganii surat iperjanjian itidak imenyangkal tanda tangan yang iberarti tidaki 
imenyangkal mengenai ikebenaran iyang itertulis dalami suatu surat perjanjiani. Akan 
tetapi, apabila dalam melakukan perjanjian terdapat pihak yang imenyangkal itanda 
tangan makai pihaki yang mengajukani surat iperjanjian tersebuti diwajibkani untuki 
melakukan pembuktian atas ikebenaran penandatanganani atau iisi dari iakta itersebut.7 

Ketentuan mengenai ikekuatan pembuktiani aktai di ibawah itangan perlu 
diperhatikani peraturani yangi terdapati dalami Ordonansii tahun 1867 nomor 29 yangi 
imemuat “Ketentuani-ketentuani tentangi kekuatani pembuktiani daripada tulisani-
tulisani dii bawahi tangani idari iorang-iorang iIndonesia iatau iyang dipersamakani 
dengani imereka”. Dalam hal tulisan yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut 

                                                         
7  Subekti. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. Hlm. 139. 
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yakni iakta. Aktai di bawah itangan ihanya imempunyai kekuatani pembuktiani formal, 
yang berarti  apabila itanda itangan ipada suatu akta diakuii dan dibenarkan. Sebaliknya 
iapabila itanda itangan iyang iterdapat idalam akta idi ibawah itangan idisangkal oleh 
ipihak yang imenandatangani iakta itersebut sebagaii ipihak, imaka ipihak iyang 
imengajukan iakta di ibawah itangan itu iharus dapat imembuktikan ikebenaran dari 
itanda itangan itersebut yang akan diperiksa kebenarannya oleh hakim pada 
persidangan. 

Pemberlakukan ikekuatan ipembuktian iakta dii bawahi tangani ihanya 
terhadapi pihak pernyataani ditujukan. iSedangkan iterhadap ipihak ilain, ikekuatan 
pembuktiannyai tergantungi pada ipenilaian ihakim. Pada saat persidangan apabila 
idiajukan iakta idi ibawah itangan imengingat ikekuatan ipembuktiannya yangi 
iterbatas, perlu idibutuhkan ibukti ilain yangi dianggapi cukupi iuntuk mencapaii 
kebenarani menuruti ihukum. Dengani adanyai aktai imembuktikan pernyataani 
kehendaki dari ikedua ibelah ipihak yang menunjukkan iadanya kesepakatan. Apabila 
suatu akta hanya iditepati ioleh isalah isatu ipihak, maka pihaki lainnyai  dapat 
membuktikan atas ihak iuntuk imenuntut ilawannya. 

Pada saat melakukan ipembuktian idi ipengadilan, hakimi harusi imengakui 
kekuatani iakta autentik idan iakta idi ibawah itangan isebagai ibukti di antara ipihak 
yangi ibersengketa. iMeskipun ihakim itidak iyakin iakan ikebenaran iisi darii iakta 
tersebuti, bukan berarti menjadi halangan ibagi ipihak ilawan untuk imengadakan 
perlawanani mengenaii buktii itersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
tertuang pada Pasal 283 RBg yang dipahami bahwa bagi yang mendalilkani 
mempunyaii suatui haki atau iguna imenguatkan ihaknya atau iuntuk membantahi haki 
orangi laini berdasarkan suatu iperistiwa, maka memiliki kewajiban untuk 
membuktikan. 

Dengani demikiani kekuatan ipembuktian iakta dii bawahi tangan isebagai alati 
buktii di ipengadilan idalam iproses ipersidangan ikhususnya ilingkup ihukum perdatai 
terletaki padai antarai keduai belah ipihak yang berperkara, dimana ipara pihaki tidaki 
memungkirii dan imengakui iadanya iperjanjian itersebut. iHal iini sebagaimanai 
diaturi dalami iPasal 1867 KUHPerdata bahwa ipembuktian idengan tulisani dilakukani 
dengani tulisani autentik ataui tulisani di ibawah itangan, idan penilaian atas ikekuatan 
pembuktian idiserahkan ikepada ipertimbangan ihakim.8 
 
3.1.4. Keharusan Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi di Undang-undang 

Jabatan Notaris 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut 
UUJN Perubahan) Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan, idisebutkan ibahwa 
“Notarisi iadalah ipejabat iumum yang iberwenang untuki membuati akta iautentik dan 
memiliki ikewenangan ilainnya, isebagaimana dimaksudi dalami undangi-undangi ini 
atau berdasarkan undang-undang lainnya.”  

Dii dalam iperesmian iakta notarisi diharuskani adanya ikehadiran isaksi. Saksii 
tersebuti harusi diyakinii ioleh notarisi secarai teliti ijika iia tidak iingin menghadapii 
ikerugian. iKedudukan idari ipara isaksi iwajib idiketahui ioleh inotaris. Sebagaii alat 
ibukti iyang isah, iSaksi iadalah iSeseorang iyang imemberikan kesaksiani, baiki 

                                                         
8 Samudera Teguh. 2004. Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: P.T Alumni. Hlm 

54. 
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dengani lisani maupuni secarai tertulisi atau itanda itangan, iyakni menerangkani apai 
iyang iia isaksikan isendiri (waarnemen), ibaik iitu iberupa perbuatani atau itindakan 
idari iorang ilain atau isuatu ikeadaan iataupun isuatu kejadiani. (G.H.S., Lumbani 
iTobing, 1999, iPeraturan iJabatan iNotaris, iErlangga, Jakartai, h. 168).  iDalam suatu 
iperesmian iakta inotaris idiharuskan iadanya idua orangi saksi isebagaimana idiatur 
idalam iPasal 16 Ayat (1) ihuruf m UUJN Perubahani jo Pasal 40 Ayat (1) UUJN 
iPerubahan. 

Pasal 38 nomor 3 (D) menyebutkan bahwa isetiap iakta inotaris terdiri atasi 
namai ilengkap, itempat dan itanggal ilahir, iserta ipekerjaan, ijabatan, kedudukani, dan 
itempat itinggal idari tiapi-tiapi saksii ipengenal. 
 
3.2. Tindakan Hukum yang Dapat Dikenakan pada Notaris yang Lalai 

Mencantumkan Identitas Saksi pada Akta  

3.2.1 Teori Kewenangan 

Istilah kewenangan berawal idari ikata idasar iwewenang iyang dapat dipahami 
isebagai ihal iberwenang, ihak dan ikekuasaan iyang idipunyai iuntuk melakukani 
isesuatu. Kewenangan merupakan ikekuasaan iformal yakni kekuasaan eksekutif 
administrasi iyang idiberikan ioleh iundang-iundang. Mengenai pengertian 
kewenangan dan wewenang Ateng Syafrudin menyampaikan bahwa merupakan dua 
hal yang berbeda. iKewenangan iadalah hal iyang idisebut ikekuasaan iformal iyang 
iberasal dan idiberikan ioleh iundang-undangi, sedangkani wewenangi hanyai 
mengenaii suatu ibagian itertentu isaja idari kewenangani.9 

Berkaitan dengan pembahasan kewenangan yang dimiliki Notaris, iyakni 
iNotaris sebagai pejabati umumi berwenangi membuat iakta autentik dan memilikii 
kewenangani ilainnya isebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
selanjutnya disebut UU 2/2014. Secara khusus berdasarkan Pasal 15 UU 2/2014, Notaris 
berwenangi untuk membuat iakta autentiki mengenaii semuai iperbuatan, iperjanjian, 
dan ketetapan iyang diharuskani olehi iperaturan iperundang-iundangan, menyimpan 
akta, imenjamin kepastiani tanggali pembuatani iakta imemberikan igrosse, isalinan idan 
ikutipan aktai. Selaini itui Notarisi berwenangi mengesahkani tandai tangani dan 
imenetapkan ikepastian itanggal isurat di ibawah itangan idengan imendaftar idalam 
bukui ikhusus, membuat salinan serta pengesahan kecocokan dari surat asli, dan 
memberikani penyuluhani hukumi sehubungani dengan ipembuatan iakta. 

Dalam meninjau kewenangan Notaris yang ditegaskan dalam Undang-undang 
Jabatan Notaris, Habib Adjie mengklasifikasikan atas tiga ranah kewenangan yakni 
kewenangan umum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU 2/2014, 
kewenangan khusus sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 16 
Ayat (3) UU 2/2014, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian sebagaimana 

                                                         
9 Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab. Bandung: Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Hlm.22. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/undangundang-nomor-30-tahun-2004
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/undang-undang-nomor-2-tahun-2014
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diatur pada ketentuan Pasal 15 Ayat 3 UU 2/2014.10 Adapun penjelasan dari klasifikasi 
tiga ranah kewenangan adalah sebagai berikut: 

a. Kewenangan umum adalah ikewenangan iuntuk imembuat iakta isecara umumi 

dengani batasani sepanjangi tidaki dikecualikani kepada ipejabat laini yang 

iditetapkan ioleh iundang-iundang, imenyangkut iakta yangi iharus dibuati ataui 

berwenangi membuati aktai autentik imengenai isemua perbuatani, iperjanjian, 

dan iketetapan yangi idiharuskan oleh iaturan hukumi ataui dikehendakii olehi 

yang ibersangkutan, dan imengenai isubjek hukumi untuki kepentingani siapai 

aktai itui dibuati atau idikehendaki ioleh yangi iberkepentingan. 

b. Kewenangan khusus adalah kewenangan untuk imembuat iakta idalam bentuki ini 

ioriginali berkaitan ipembayaran iuang isewa, ibunga, idan pensiuni, ipenawaran 

ipembayaran itunai, iakta ikuasa, iketerangan kepemilikan, dan iakta lainnya 

iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan. 

c. Kewenangani yangi ditentukani kemudiani adalahi kewenangani iyang 

ditentukani berdasarkani terbentuknya iperaturan iperundang-iundangan dalami 

bentuk iundang-iundang yang akan datang kemudian.  

 

3.2.2 Teori Tanggungjawab 

Teorii Tanggungi Jawabi Menuruti Hans Kelsen idalam iteorinya itentang 
tanggungi jawabi hukumi imenyatakan ibahwa: “seseorangi bertanggungi ijawab 
secarai ihukum iatas suatu iperbuatan itertentu atau ibahwa idia imemikul itanggung 
jawabi ihukum, isubyek iberarti ibahwa idia ibertanggung ijawab iatas isuatu isanksi 
dalami hali perbuatani yangi ibertentangan.11 iLebih ilanjut iHans iKelsen menyatakani 
ibahwa: 12  “Kegagalani untuki imelakukan ikehati-ihatian iyang diharuskani olehi 
hukumi disebuti ikekhilafan (negligencei); idan ikekhilafan biasanyai dipandangi 
sebagaii isatu jenisi laini dari kesalahani (culpai), iwalaupun tidaki sekerasi kesalahani 
yangi terpenuhii karena imengantisipasi idan menghendakii, dengani ataui tanpai 
maksudi ijahat, iakibat iyang imembahayakan.” 

Hansi Kelseni selanjutnyai membagi imengenai itanggungjawab iterdiri dari:13 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;  

b. Pertanggungjawabani kolektifi berartii bahwai seorangi iindividu bertanggungi 

jawabi atas suatui pelanggarani yang idilakukan ioleh iorang laini;  

                                                         
10 H Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris. Refika Aditama. Hlm. 78. 
11 Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , 
Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif 
Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta. Hlm. 81. 
12   Ibid., Hlm. 83 
13 Hans Kelsen, 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni 

Nuansa & Nusa Media, Bandung, Hlm. 140. 
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c. Pertanggungjawabani iberdasarkan ikesalahan iyang iberarti ibahwa seorangi 

individui bertanggungi jawabi atasi pelanggarani iyang dilakukannyai karenai 

sengajai dan idiperkirakan idengan itujuan menimbulkani ikerugian;  

d. Pertanggungjawaban mutlaki yangi berartii bahwai seorangi iindividu 

bertanggungi ijawab iatas ipelanggaran iyang idilakukannya ikarena itidak 

sengajai dan itidak idiperkirakan. 

Notaris bertanggung ijawab atas perbuatannya/pekerjaannya idalam membuati 
aktai iautentik. iTanggung ijawab inotaris isebagai ipejabat iumum berhubungan 
dengan akta,14 antara lain:  

a. Tanggungi jawabi notarisi secarai iperdata iatas iakta idibuatnya, idalam ihal inii 

iadalah itanggung ijawab iterhadap ikebenaran imateril iakta, idalam konstruksii 

perbuatani melawani ihukum. iPerbuatan imelawan ihukum disinii dalami isifat 

iaktif imaupun ipasif. iAktif, idalam iartian imelakukan perbuatani yangi 

menimbulkani kerugiani padai pihaki ilain. iSedangkan pasifi, dalami artiani tidaki 

melakukani perbuatani yangi imerupakan keharusani, sehinggai pihaki laini 

menderitai ikerugian. Jadii unsuri idari perbuatani imelawan ihukum disinii yaitui 

adanyai suatui iperbuatan melawani ihukum, iadanya ikesalahan idan iadanya 

ikerugian iyang ditimbulkani. iPerbuatan imelawan ihukum idisini idiartikan 

iluas, iyaitu suatui perbuatani itidak isaja imelanggar iundang-iundang, itetapi 

ijuga melanggari ikepatutan, ikesusilaan iatau ihak iorang ilain dani imenimbulkan 

kerugiani. Suatui perbuatani dikategorikani perbuatani melawani ihukum apabilai 

perbuatani itersebut: a. iMelanggar ihak iorang ilain. b. Bertentangani dengani 

kewajibani hukumi ipelaku c. iBertentangan idengan kesusilaani. d. iBertentangan 

idengan ikepatutan idalam imemperhatikan kepentingani dirii idan iharta iorang 

ilain idalam ipergaulan ihidup isehari-harii. Tanggungi jawabi notarisi dalam 

iranah ihukum iperdata iini, itermasuk ididalamnya iadalah itanggung ijawab 

iperpajakan iyang merupakani kewenangani tambahani notarisi iyang idiberikan 

oleh Undang-iundang iPerpajakan.  

b. Tanggungi jawabi inotaris secarai pidanai atasi aktai idibuatnya. iPidana dalami 

hali inii adalahi perbuatani pidanai yangi dilakukani ioleh inotaris dalami 

kapasitasnyai sebagaii pejabati umumi yang iberwenang imembuat aktai, ibukan 

idalam ikonteks iindividu isebagai iwarga inegara ipada umumnya.  

c. Tanggungi jawabi notarisi berdasarkani peraturani jabatani inotaris (Undangi-

undangi Jabatani iNotaris).  

d. Tanggungi jawabi notarisi idalam imenjalankan ijabatannya iberdasarkan kodei 

ietik inotaris. iHal iini iditegaskan idalam iPasal 4 iUndang-iundang Jabatani 

Notarisi itentang isumpah ijabatan inotaris. iTanggung iJawab notarisi sangati 

diperlukani meskipun iranah ipekerjaan inotaris idalam ranahi hukumi perdatai 

dan ihukum iadministrasi iserta pertanggungjawabani morali dan etikai namuni 

                                                         
14 Abdul Ghofur Anshori,  Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, 

Yogyakarta, 2009, UII Press. 
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terhadap iakta iyang idibuat dan iberindikasi iperbuatan ipidana imaka inotaris 

iharus ibertanggung jawabi secarai ipidana, imulai ipemeriksaan idalam iproses 

ipembuktian di persidangani idan melaksanakani keputusani hakimi yang 

imempunyai kekuatani ihukum itetap. iTuntutan itanggung ijawab ini imuncul 

isejak terjadinyai sengketai berkaitani idengan iakta yang itelah dibuati idengan 

memenuhii unsuri-unsuri dalam iperbuatan ipidana imeliputi: 

1) Perbuatani imanusia.  

2) Memenuhii irumusan iperaturan iperundang-iundangan, iartinya iberlaku 

asasi ilegalitas, inulum idelictum inulla ipoena isine ipraevia ilege ipoenali (tidaki 

adai perbuatani iyang idilarang dan idiancam idengan ipidana ijika ihal 

tersebuti tidaki atau ibelum idinyatakan idalam iaturan iundang-undang).  

3) Bersifati melawani ihukum. 

 

3.2.3. Tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai 

mencantumkan identitas saksi pada akta 

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, notaris dalam menjalankan 
jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak 
berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 
Hal tersebut tidak dapat dikecualikan oleh notaris karena ternyata di dalam 
Undang-undang tersebut. 

Kemudian, sebagaimana Pasal 16 Ayat (11) UUJN dapat dipahami bahwa 
apabila Notaris melanggar ketentuan ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi 
berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan 
hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Maka dalam hal notaris tidak 
mencantumkan kelengkapan identitas saksi di dalam aktanya, dapat 
disimpulkan bahwa noftaris tidak saksama dan lalai dalam pembuatan aktanya. 
Hal tersebut dapat mendapatkan tindakan hukum sebagaimana Pasal 16 Ayat 
(11) UUJN. 

 

4. Kesimpulan 

1) Sebagaimana paparan jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa oleh 
karena sebagaimana ketentuan yang dijelaskan di dalam Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris, pada akhir atau penutup akta haruslah memuat 
nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan 
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Hal ini menjelaskan bahwa hal-hal yang 
disebutkan di dalam Undang-undang tersebut haruslah terpenuhi karena hal 
tersebut merupakan syarat formil. Maka, apabila salah satunya tidak dipenuhi 
dan tidak terdapat di dalam penutup akta notaris, maka sejatinya akta tersebut 
cacat formil. Adapun kekuatan pembuktian di muka pengadilan terhadap suatu 
akta notaris yang tidak memenuhi identitas yang seharusnya dicantumkan pada 
penutup akta, maka kedudukan iakta inotaris tersebut yangi semula memilikii 
ikekuatan pembuktiani isempurna, imaka iterdegradasi ikedudukannya 
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imenjadi ikekuatan pembuktiani sebagaii aktai dii bawahi tangani sebabi aktai 
tersebuti cacati isecara iformil. 

2) Tindakan hukum yang dapat dikenakan pada notaris yang lalai mencantumkan 
kelengkapan identitas saksi pada akta yang dibuatnya merujuk Pasal 16 Ayat 
(11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni sanksi iberupa 
iperingatan itertulis, pemberhentiani isementara, ipemberhentian idengan 
ihormat, iatau ipemberhentian idengan tidaki ihormat. 

 

Ucapan terima Kasih  

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Jurnal Analisa Hukum 
UNDIKNAS yang memberikan sarana publikasi jurnal. Penulis juga ucapkan terima 
kasih kepada Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing serta 
semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

 
 

Daftar Pustaka  

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 
Azheri, B. (2012). Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
Adjie, H. (2008). Hukum iNotaris iIndonesia: Tafsir iTematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris.Refika Aditama.  
Ghofur, A.A. (2009). Lembaga iKenotariatan iIndonesia. iPerspektif Hukum idan iEtika. 

iYogyakarta: UII iPress. 
Kelsen, H. (2007). General iTheory of iLaw and State , Teori Umum Hukum dan Negara, 

iDasar-Dasar Ilmu Hukum iNormatif iSebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta: 
iBEE iMedia Indonesia. 

Kelsen, H. (2006), Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media.Bandung,  
Naja, D. (2012). iTeknik iPembuatan Akta. Yogyakarta: iPustaka iYustisia. 
Pohan, R. (2007). iMetodologi ipenelitian iPendidikan. Yogyakarta: Ar-Rijall Institue. 
Soeroso, R. (2011). iPengantar iIlmu iHukum. iJakarta: iSinar iGrafika.  
Subekti. (1984). Pokoki-Pokoki Hukum iPerdata. Jakarta: iIntermasa. 
Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 

Bertanggungjawab. iBandung:  iJurnal iPro Justisia Edisi IV, Universitasi 
iParahyangan. 

Syodih, S.N. (2005). iMetode Penelitian iPendidikan. iBandung: Remajai iRosdakarya. 
Teguh, S. (2004). Hukum Pembuktian iDalam iAcara iPerdata. iBandung: P.T iAlumni.  
Yahya, H.M. (2010). Hukum Acara Perdata. Jakarta: iSinar iGrafika. 

 


